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KABUPATEN MUARA ENIM
BUPATI MUARA ENIM

hahwa dengan  telah  ditetapkannya  Pesatoran  Daeah
Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tabun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas  Dacrab
Kabupaten Muoars Bnim, maka dalam rangka kelancaran
pelaksanaan  tngas  Dinas  Perfanahan Nasional perlua
dilakukan  ‘Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanahan
kabupaten Muara Enim ;

bahwa bemdasarkan pertimbangan sehagaimana i maksud
Lhuruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Erim
Tentang FPenjabaran Tuogas  Polok  dan Fungsi  [inas
Perianahan Kabupaten Muoasa Enim.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
1959 tentang Pembentukan Dacrah Tingkal 11 dan Kolapraja
di Sumatera Sclatan | Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomer 73, Tamhahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomer 1821

Undang-undang Negara Republik Indonesiz Nomor 22 Tahun
1999 feptang Pemerintahan Dacrah | Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tombaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 )

Undang-undang Megara Republik Indonesia Nomaor 25 Tahun
1099 tentang Perimbangan Kenangan antara Pemerintah
Pusal dan Daerah | Lembaran Megam Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Tndonesia Nomor 3848 )

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974
tentang  Pokol-pokeok  Kepegawaian | Lembaran MNegars
Republik Indonesia ‘Tahun 1974 Nomor 55, Tambuhan
Lembaran  Negars  Republik  Indonesia Nomor 5051 )
schagaimana felah di ubah dengan Undang-undang Nomor
43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan bemboran Negara
Republik [ndonesia Nomor 3890 ) |

5. Peraturan .,......«-
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Peraturan Pemernintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi schagai Daerah Otonom  Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952

G, Peraturan Pemerintah Republik Indomesia Nomor 84 Tahumn
2000 tentang  Pedoman  Organisast  Peranpgkar Dacrah
( Lembaran Negara Republik [ndoncsia Talun 2000 Nomor

165 !
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Keputusan Presiden Republik Indenesia Nomor 44 Tahun
1999 tentang Teknik Penyusunan Pesaturan Perundang-
nndangan  dan Benluk  Rancangan  Undang-undang,
Rancangan  Peraturan  Pemerintah, dan Rancangan
Reputusan Presiden

8, Perpturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tabun
2000 tentang Kewensangan Pemerintah Kabupaten Muoara
Lrnm

9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun
2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Muara Enim,

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJADRARAN
TUGAS PORKOKE DAN FLIMOSI DNAS PERTANAHAN
KABLUPATTEN MLUARA ENIM,
BAab |
KETENTUAN UNMURM

Prasal 1

Dalam Keputusan ind vang di maksad dengan -
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Dacrah adalah Kabupaten Muara Enim

. Pemerintzah Daeral adalah Pemerintah Kabupaten Musarma Enim.

. Bupan adalah Bupati Muara Enim,

 Sekretaris Daerab adalah Sekretaris Daerah Kabupalen Muara Enim.
Dinas Pertanahan adalah Dinas Perlanahan Kabhupaten Muara Enin.
Kepala Dinas  Fertanshan adalah Kepala  Dinas  Pertanahan

Kabupaten Muara Enim.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawasa Negen Sipil
yvang di berl tugas, wewenang dan hak sccesra peoub olch pejabat
vang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yvang sesual dengan
profesi keahliannya  dalam  rangka melakukan  kelancaran
pelaksanaan tugas pemerinlalian,

BALBT

KEDUDUKAN, TUGAB POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2 ... oo
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Pasal 2

(1) Dinas Pertanahan merapaksan unsur pelaksana Pemerintah Daerah
di bidang Perlanahan.

(2} Dinas Pertanahan di pimpin oleh scorang, Kepata Dinas yang herads
di bawsh dan bertanggung jawab kepada Bupati melalud Sckretaris,

Prasal 3
Dinas Pertanahan mempunyal fugas melaksanakan  arasan ozl
tanigga  daerab dalam bidang  Pertanahan yang menjuli tanggung
jawabnya meliput Pengaturan pengusasasn mnah, penatagunaan tanal
dan pemberian hak-haka atas tanah,

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tugas tersebut pada pasal 3, [hnas
Pertanalan mempunyai [ungsi

a. Perumusan kebijakan teknis di hidang Perlanahan

Iy, Penyvelenpparaan  pPelencanasn  penglasaat tanah, pengguIAan
tanah dan peagaturan pemilikan tanah

o, Pelaksanazm pengukuran dan pemetaan serta pendafiaran tanah |

d. Penyelengparasn pengurusan hak-hak aias tanah dan pemberian
prrzinan ;

¢, Pelaksanaan pemantauan, pengendalian monttoring dan  evaluasi
secarn  leknis atas pelaksansan tugas pokol sesual  dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan peraluran perundang-
undangan yang berfak |

f Pelaksanaan pengawssan dan bimbingan tekuois terhadap unit-unit
dilingkungan Dinas Pertanahan |

g, Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlenglapan.

E:A R HI

ORGANISAS]
Bagian Pertama
SUSUNAN ORGANISASBI

Pasal 5
Dinas Pertanahan terdivi dan
a, Kepala Dinas |
b. Bagian Tata Usaha |

o, Sub Dinas Penatagunaan Tanah dan Pengaturan Peoguasaan Tauah ;

el Sub Binas e
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d.5ub Dinas Hak — hak Atas Tanah ;

¢, Sub Dinas Penguluran dan Pendaftaran Tanah ;
I Cabang Dinas ;

g, Kelompolk Jabatan Fungsional,

Bagian Kedua
BAGIAN TATA USAHA
Pasal 6

Bagan Tata Usahs mempunyzi fugas melaksanakan  penyusunan
program  dan  perencanaan, Huokum  dan Perandang-undangan,
ketatalaksanaan, kepegawatan,  keuangan, perlengkapan,  rumah
tangga, kehumasan, surat menyurat dan pelaporan

Pasal 7

Lmtuk menyvelenggarakan tugas di maksad  pada pasal &, Bagian Tata
Usaha meipunyai memponyai Fungsi ;

a. Penviapan bahan dan kooidinasi pelaksanasn penyusunan rencana,
program kerja dan pelaporan

h. Pelalksanaan  penvusunan  peraturan  perundang-undangan  dan
penglajian dan penclanhan Hulaun serta tatalaksana

o, Pelakzanaan pengelolaan administrasi Kepegawaian ;
il Pelaksanaan pengelolaan administras: Kenangan ;

. Pelaksanasn urusan nmum, rumah tangga, perlenpgkapan, sural
menyural dan keamsipan, kebumasan dan penalanan dinas

I Pelaksanaan tagas lain vang diberikan oleh atasan.
Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari ¢

A: 5ub Bapian Hulkum dan Tata Laksans
b: Sub Bagian Unmum;

¢, Sub Bagian keuangan.

Fas=snl <

(1] Sub Bagian Hukom dan Tata Laksana mempunyal  tugas
menghimpun data dan informoas peraturan perundang-undangan,
mempelajant dan menelaalh  peraturman perundang-undanpgan,
pelaksanaan publikasi, dokumentasi produk-prodok hukune serts
ketatalaksanan |

(2} Sub Bagian Umum mempunval tugas melalukan arusan sural
menyurat, kepegawaian, perlengkapan  dan ranah tangea,
perjalanan dinas, kehumasan  serta pemeliharaan barang-bamng
Imventaris ;

(2} Sub Bagian ...
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(33 Sub Bagian Keuangan mempunyat penviapan babhan penyusunan
anggaran pendapatan  belanja dinas, pengelolasn  administras:
keuangan, mengurus pembukuan, melakukan  perhitungan
anggaral dan verifilkasi serla mengurus perbendaharaan,

Hapgian Religs

SUB DINAS PENATAGUNAAN TANAH DAN PENGATURAN
PENGUABAAN TANAH

Tamal 10

Suh Dinas Penatagunasn Tanah dan Pengaturan Penguasaan Tanah
mempunysal  fugas  mengumpulkan  data dan menyiapkan  rencana
penggunaan tapah, memberikan bimbingan peoggunaan tanah kepada
masvarakat, serfta penvispan pengendalian perubaban  penggunaan
tanah dan tata ruang, melakukan kegiatan di hidang penguasaan,
pemilikan tanah dan pengahiban hak.

Pasal 11

Untuk menyelenpparakan tugss lersebut pada pasal 10, Sub Dinas
Penatagunaan Tanah dan Pengaturan Penguasaan Tanah  mempunyal
fungsi -

. Menghimpun  danmempelajant peraturan perundang-undangan,
kebijaksanan, pedonan dan petunjuk  teknis serta bimbingan
lainnya berhubungan dengan bidang tugasnva sebagal pedoman
dan landazamn Kerja |

. fembuml rencana kegiatan schagal pedomsn pelaksanann tugas
seria melakukan monitoring pelaksnasannys |

. Mempersinpkan  bahan-bahan  dalam  mangka pelaksanaan
kebijrksanan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang peniguasaan
dan pemilikan tansh, pengalihan hak dan penyelesaian tanab ;

d.  Mengumpulkan, menghimpun duan  mensistematisasikan |/
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang
data dan penyviapan rencana penatagunaan tanal dan tata Toang,
pemberian bimbingan penggunann tanah kepada masyarakal dan
pengendalian perubahan penggunaan tanah:

¢, Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanan
fugas |

{. Mengkompilasi ilan  mengevaluasi  kebotuhan  tanahh  unmk
pembangunan;

g, Pelaksanaan penyusunan RF3T

h, Membual aspek PGT dan pertimbangan (Aspek PP ) yang
merupakan lampiran risalah panitin pemeriksa tanah, meoyiapkan
jjin peralihgan hak atas mnahj, mempbuat lapormn ijin pelralihan
hak dan menyiapkan gin lokast ;

. Pelaksanan ...
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i Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang pengendalian
penguasaan, pemilikan, pengalihan hak  atas  tanah  dan
penyelesaian masalah ;

j. Pelaksanaan  evaluasy dan ponyusunan laporan  pelaksanaan
pekerjaaan di bidang pengumpulan data dan peayiapan rencais
penatgunaan  tanah, pembenan bimbingan penggunaan tanall
keparda masyarakat, pengendalian perubahan penggunsan tan:ah
fan bidang pengendalian penguasaan tanal

. Membuat daftar mengenal lanah objek lanreform, tanah bekas
swapiaja, tanpah  partikeli, tanah kelehihan maksimum, tanah
ahsentee dan tanah bekas erfacht dan lain-lain ;

f—

. Menecatal dan meneliti prasyaral permohonan  fin peralihan hal
baik pemindahan pengnsann magpiln penggunansn  s2ias lanah
pertanian serata plotting lokasi di peta monitonng peraliban hal |

m. Pelaksanaaan tugas lain vang diberikan oleh atasan.
“asal 11

Sub Dinas Penatapunasn Tanah dan Pengatmman Poguasaan Tanah
terdirt dari

a, Selsl Data dan Perencanaan Penggunaan Tanaby,
by, Seksi Bimbiungan dan Tata Ruang Penggunaan Tanah |
o, Seksi Pengendalian, Penguasaan dan Pemilikan Tanah.

Pasal 14

(1) Seksi Data dan Pereucanaan Penggunaan Tanah nemplinyal Lugas

mengumpulkan  dan  inenyajikan data penggunann tanal serta
menyusun rencana penatagunaan tanah |

{2} Seksi Bunbingan dan Tata Buang Penatagiinaan Tanah mempunyal
tugas menyiapkan penyusunan rencans penalgliiasi tanah dan
tata mmang, memberikan bimbingan penggunaan tanah  kepada
masyarakat dan menyiapkan peogendalian perubahan penggunann
tanalh

(3) Seksi Pengendalian Pengusaan dan Pemilikan Tanah mempunyal
migas melalukan kegiatan di bidang pengusaan dan pemilikan
tanah, pengalihan hak dan penyvelesaian masalah,

Bagian Keompeat

SUB DINAS HAK - HAK ATAS TANAH

Poaaal 13

Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah mempunyil  menyiapkan dan
melakukan kKepiatan i bidang Pemberian Hak - hak Atas Tanah,
pengadaan  tanah  dan penilalan  tanab,  penanganan masalal

Pertanshan dan penataan penguasaan tansh dan peanilikan tz2nah.
Pasal 14 L.is
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Pasal 14

Untuk menvelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 13, Sub [hnas
Halk-hak Atas Tanah mempunyas Dongsi

EL,

Menghimpun dan mempelajarn peraturan Perundang-undangan,
kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk (ekngs serta hahan-hahan
lainnya vang berhubunpan dengan tupgas |

Menghimpun, wengumpulkan  dan mensistematisasilkan |/
mengclab data dan informasi yang berhubungan dengan bidang
pemberian hak-hak atas tanah, pengadaan tanah dan penilaian
tanah, peoggunasn masalah pertanahan dan pendtaan pengusasan
tlan pemilikan tanal |

Melakonksn hubungs kena dalam mnegks kelancaran pelaksanan
leegas |

Penyelengearaan penyelesaian pemberian hak-hiak alas tanah |

Fenyelenggaraan  kegiatan pengadasn tonah dan pemilikan tanah,
menylediakan dala dan welaksnakan inventarisasi lapangan vang
selanjulnbya akanm diperpunakan dalam pembebasan tanah atau
pencadangan areal |

Pelaksanaan evaluasi dan  menyvusun  laporan pelaksanaan
pekerjaan di bidang pemberian ha-halk atas tansh pengadsan
tanah dan penilsian tanah ; pensnganan masalah pertanahan dan
penatzan penguasazn tanah dan pemilikan tanah

Pelaksanaan tugas lain vaong dibernkan oleh atasan,

Pasal 15

Sub Dinas Halr haly Atas Tanah terdiri dani ¢

(1)

(2]

Seksi Pembenan Hak Atas Tanah ;

Selksi Pengadaan Tanah dan Penilalan Tanah ;
Sekst Penanganan Masalah Perlanahan

Seksi Penataan Penguasasn dan Pemilikan Tanah,

Pasal 16

Sckst Pembernian Hak Atas Tanah mempunyat tugas menyiapkan
dan melakukan keglatan pemenksaan dan  pemberism  labwa
wengenai pemnbenan, pembauran, perpanjangan jangka waktu,
pemhberhentian dan  pembatalan hak-hak atas tanah  kepada
peromangan dan Badan Hukum Swasta |

Seksi Pengadaan Tanah dan Pemilaisn Tanpah  meampunyal tugas
menylapkan dan melaloukan kegiatan di bidang pengadaan tanah
swerta  menyviapkan dan melakukan kegintan  pemeriksaan dan
pemberian  fatwa mengenai, pembaran, perpanjangan  Jangka
wakt, pemberian dan pembatalan halt atas lanah kepada Instans:
Pemermtah Pusat, Bank Pemenntah BUMN Pomenntzb Pacrahb,
Bank Milik Daerah dan BUMN |
(o) e ket
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(3] Seksi Penanganan Masalah  Pertanahan  mempuny=l  TUgas

{1

penyiapan dan melakukan penyelesaian masalah pertanahan dan
penyiapan data-data yvang diperhakan

Seksi Penataan Penguasazn dan Pemilikan Tanah mempunyal tugas
melakukan  kegiatan  penegasan  dan  redistribusi tanah  objek
penpatiurn  penguasaan  tanab abscntee dan tanah  partikelr,
konsolidasi tanah  perkotsan  dan pedesaan, serla  peraturan
pemanfaatan bersams alas tanah, termasuk bagi hasil, scws dan
gadai tanah .

Bagian Keluna
S8URB DINAS PENGUHURAN DAN PENDAFTARAN TANAH

Pasal 1Y

Suly Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tonah mempunyad fugas
melakukan pengukoran dan pemetaan serta menyviapkan pendaftaran,
peralihan dan pembebanan hak atas tanah serta bimbingan PPAT,

Pasal 18

Untuk menyelengparakan lugas dimaksud pada pasal 17, Sub Dinas
Pengukuran dan Pendafiaran Tanah mempunyai fungsi

1.

k.

I

Menghimpun  dan mempelajari peratoran Perundangean,
kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnva yvang berhubungan dengan  bidang tugasnya  schaga
pedoman dan landasan kena

Menyviapkan bahan-hatizn dalam rangka pelaksanasan
kebijaksanan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengulooan
dan pemetaan serig pendaftaran, peraliban dan pembebanan hak
atas tanah serta bunbingan PPAT

Mengumpulkan, menghimpun  dan mensistematisasikan |/
mengolah data dan informasi vang berhubungan dengan bidung
pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran |, peralihan dan

pembebanan hak atas tanah serta bimbingan PPAT]

Melaloulan hubungsn kerja [/ koordinasi dalam rangla kelancaran
pelaksanaan mgas |

Menerima, menelii dan menelaah berkas permehonan pendaftaran
hak, peralihan hak, pembebanan hak, SKFT dan Kova ;

Menyviapkan dan melsksnakan kegiatan pengukuran do pemetsaan
Meneolah data dan melakukan penggambaran hasil pengukuran |

Mempersiapkan  penyelesainan  serttifikat  pemberian hak atas
wanal, pengukuran hak atas lansh, konversi, peraliban hak dan

pembebanan hak atas tanash sertn vova .

L. Menyiapkan ...
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Menviapkan bahan bahan  untuk  bimbingan PPAT  seria
memberikan himbingan telknis mengenai tata cara pembuatan alta
peralihan hak atas tanal dan pembebanan hak atas tanah |

Pelaksanaan evaluasy «dan  meovusun  laporan pelaksnaan
pekerjaan di bidang penguluwan dan pemetaan serta pendaftaran,

peralibian dan pembebanan hak atas tanah serta bimbingan PPAT |

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

Sub Dinas Pengulaaran dan Pendafiaran Tanab terdus darm |

1.

Ir;

o

{1}

{2)

(3)

Scksi Pengunkuran duan Pemetaan |
Seksi Pendaftaran Hale dan Konverst
Seksi Peralihan Halk, Pembebasan Hak dan FPRAT,

Pasal 20

Seksi Pengukuran dan Pemetasn  mempunyai tugas melaloukan
ilentifikasi pengukuran dan pemelaan ;

Seksi Pendallaran Hak dan Konversi MeTpryAL  tgas
menyiapkan pendaftaran Hak beplasarkan pemberian hak dan
konversi, mengumpulkan data hak atas tanah untuk pembuoatan
laporan dan pengkajian informasi pertanahan serta memelibara
daftar-daftar uwmum dan warkah di bidang  pengukuran  dan
prodallaran tanak ;

Scksit Peralihan Hak, Pembebanan 1ak dan PPAT mempunval Tugas
Menviapkan penvelesaian pemlihan bhalk atas tanah, pembebanan
hak atas tanah  dan  babhan-bahan bimbingan  PPAT - serta
menviapkan bahan-bahan daftar jsian di bhidang peagularan da)
pendaftaran tanah

Bapguan Keenam
CABANG DINAS

Pa=al 21

Cabang Dinns Pertanahan mempunyal togas melaksanakan sebagian
tugas [Hnas Pertanahan vang mempunyal wilayah kena sata atau
heberapa kecamatan,

Pasal 232

Untuk menvelenggarakan tugas tersebutl pada pasal 21, Cabang Dinas
Pertanahan mempunyai fungsi

A, Pelakganaan ...
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a. Pelaksanasn pendatsan dan percncansan penguasasn tanah,
pengpunaan tanah dan pengasturan pemilikan tanah |

h. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah |

¢. Penvelenggaraan pengurusan hak-hak atas tanah dan pemberian
pernan ;

d. Pelaksanaan urusan ketatausabaan dan perlengliapan.

Bagian Keinjuh
KELOMPOHK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 23

kelompok  Jahatan  Fungsional mempunyai  tugas melaksanakan
sehagian tugsas dipas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional
masing-masing  berdasarkan  peraturan pernndang-undangan vang,
berlaku.
(1) Kelompok  Jabatan  Fungsional  tferdiri  dari sejumlah tensga

fungsional vang terbagi tlalam berbagal tenags fingsional sesial

dengan bidang keabliannya

{2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin olch sciorang
tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh Kepala Dinas

[#) Jumlah  tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan
herdasarkan kebutuhan dan beban Kerga ;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional schagaimana di maksud avat

(1) di atur berdasarkan peraturan  perundang-undangan vang
herlakou,

BAaBR IV
PENUTUOR
Pasal 24

Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengena
pelaksanaannya akan ditetapkan tersendird oleh Bupati

Fasal 25

Keputusan ind mulal berlaku pada tanggal dinndanglkan.

Agar Supava ... .
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Agar supaya seliap orang dapal mengetalinnys, memerintahlkan
Penpundangan Keputusan ini dengan pencmpalanniya dalam Lembaran
Dacrah Kabupaten Muara Enim.,

tetapkan di  Muara Enim

pada tanggal & (Mel 200

BUPATI MUARA ENIM

']
4 o

r .

AHMAD BOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muiara Enim
pada tanggal & Vel 2001

HABUPATEN
ENIR

SEKRETARIS DA
MUA

/

ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 2{7



